BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
SUPIORI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD
Tahun 2022 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu
dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 104 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu menetapkan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kabupaten Supiori tentang Perubahan RKPD Kabupaten
Supiori Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4345);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemcrintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Remncana Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah Dacrah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16.Peraturan Dacrah Kabupaten Supiori Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Supiori Tahun 2022-2025; (Lembaran
Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 02);

17.Peraturan Bupati Supiori Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Supiori Tahun 2022;
(Berita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2021 Nomor 20)

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUPIORI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Supiori.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen yang disusun akibat
terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2022, meliputi
perubahan kerangka ckonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan

sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran dalam rangka
Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (P-
APBD) Kabupaten Supiori Tahun 2022;
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Yer N » : 1
l:dunum lm‘gl OPD dalam penyesuaian Rencana Kerja OPD, serta Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2022:

Ly

Alat untuk  menjamin  keterkaitan dan  konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

Ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal, 17 Oktober 2022

Diundangkan di Sorendiweri
—

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 27
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